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SALINAR
| KEPUTUSAL , )
MENTERT PENDIDIKAW DAN KiBUDAYAAN eV

. s REFUBLIK INBONESIA
.- . No, 0310 /0/2975
tentang

PEMBUKAAN SEKOIAH TEKNOLOGI MENENGAY PEMBANGUNAN DAN u '
' . PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA, - '

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYALN,

MENIMBANG '3 a, behwa dalam rongka mencapai tujuan pendidiken Nasional sebagaimana tor
i, R centum dalam Garis-garis Besar Haluun Megera secara efektif dan efisie
S ¥ perlu dilakukan usaha pembaharuen pendidiken, baik untuk jengka pendel

'~ meupun jangka punjeng ;3 .

. be bahwa dalam rongka usaha monyediukan tenaga industri pembangunan diper
lukan sebuah lembage pendidikan ke jurusn yang menghasilken telmisi in-
dustri ; '

¢e balva untuk memembi kebuthhan aksn teknisi industri tersebut diatas,
pandsng perlu membuka Sekolah Telmologi Menengah Pembangunen ysng mery
. pakan proyek perintis bagi sekolah-sekolah yang menghasilkan teknisi L

; il / g dustrie. g . ;

MENGINGAT. ¢ ae Pasal II Aturan Peralihan Undang-undeng Daser 1945 ;

.: be Ketetapan Majelis Permsyéwarat.an Rekyat Republik Indonesia
: No. IVMPR/1O73 3
e Und%-ggggng No. 4 bammn 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo.
O .

d. Keputusan %gglén’ Republik Indonesia ¢
l, No. = . tehun 1973 H '
20 Noe 6/ talhn 1974 |
3¢ Voo 44 telm 1974
l&t No. 45 tahn.n 1974

. . B Ksputusy: Menteri Pendidikesn dan Kebudaysen tanggal 17 April 1975
’ N R No. 079/0 talun 1975 -

* MEMPERHATIXAN ¢ Hagil~hesil serenckaian seminer dan lokakarya berssme antara Direkiore

. ' Jenderal Pendidiken Dasar den lMenengah dengan Badan Fenelitian den Pe~

- ngembangen Pendidikun dan Kebudayesn, Kentor Wilayeh Departomen Pendi-

. o ; diken den Kebudaysen di Propinsi, kalengan Perguruen Tinggi, Ingtensi-

v . instensi Pemerintah lainnva serta masyarakat industri yang disclengza-
- o rakan sejak talun 1971 sempai talmn 1975.

VENDENGAR = | ¢ Saranwsaran Direktur Jenderal Pendidikan Daser dan lenengeh, Direkiur
Jendersl Pendidiken Tinggi den Ketua Badan Penelitian dan Pengembang«n
Fendidikan dun Kebudeyaen.

s Nes s e

MEMUTUSKAN:

Yo a! : ; Dengan membatalkan sema ketentuan yang bertentangan dengan
S Keputusan ini ; ‘ '

MENETAPKAN - ¢ PEMBUKAAN SEKOLAH TEKOLOGI VENEHGAH PEMBANGUNAN DAN FEIDOMAN PENYELSC
GARAANNYA, sebagai berikut *

' . - BAB % ssasvece
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. Pasal 1 .

VYombuke Sekolah Teknologi Menengah Perbangunan, selanjutnya dalsm Keputusan ini disebu
STM Pembangunan, di ' e . ? ‘ .

a. Semarang ;

. e

'bs Jekarta ; ' ’
" c+ Yogyakarta ; :
" de Surabaya ;

¥ ek
g: Pekaﬁgg;n 3 / '
h. Temanggunge
' . Fagal 2
STM Pembangunan mmpakan.Proy:ak Perintis. .
: & Pasal 3.

(1), STM Pembangunen ialah suatu lembaga pendidikan sebagai lanjuten dari sekolah lan-

juten tingket pertama, yang mempersiapkan siswa dalam berbagsi jurusan tekmologi
industri untuk dapet menjedi tenage kerje tinglat menengah yang memiliki pengeta~
men, ketrampilan dan sikep sebsgai teknisi industrl ; ~

" (2). Sebuah STM Pembangunan terdiri deri s

l. Bagian Mesin ;

2, Bagian Listrik ; .

3. Bagien Sipil ;° ., . '
" Lo Baglan Teknologi Tekstil ; '

5, Bagian Teknologi Kimia j;

7. Bagian Pertambangan.

(3)+ Baglan Mesin terdiri dari

1. Jurusan Mesin Konstruksi ;

'\ 2. Jurusan Otomotif ;

'3, Jurusan Teknik Pendingin.
(4). Bagian Idstrik terdiri dari s

1. Jurusan Iistrik Tenaga ;

2, Jurussn Listrik Industri ;

3. Jurusan Flektronika Komunikasi ;
Le Jurusan Elektronika Industri ;
5, Jurusen Instrumentesi Industri.

" (5). Dagien Sipil terdiri dari @

1. Jurusan Bangunan Gedung 3
- 24 Jurusen Bangunan Air.

(6). Bagian Teknologi Tekstil terdiri dardi :

1, Jurusen Fembuatan Benspg ;
2. Jurusan Pembuatan Kein ;
3, Jurusan Penyempurnaan Tekstil.

(7). Bagian Teknologi Kimia terdiri deri s
Jurusan Kimia Industri.
(8). Bagian Pertanian terdiri dari ¢
 Jurusan Teknologi Hasil Fertenian.
(9). Bagian Fertembangan terdiri darl ¢ .
Jurusen Geologi Tembange -
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F AB II
DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- -Pasal 4
Sesuai dengan Garis-garis Beser Halﬁan Negare K dasar Pendidilan Nasional adalah falsa-—
fah Negare Pancasila-dan Undang-undang Dasar ‘945. i
A Pasal 5

(1) Tujuan Pendidiken Nasional.ialsh membentuk manusia pembangunen yang ber—Pancasila
dan membentuk manusia Indofiesid ‘yang sehat jasmani dan rokhaninye, memilild pénge-—
tehuan dan ketrampilan; dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawad, dapat
menyuburkan sikap demokresi dan penuh tenggang resa, dapat mengembangken kecerdas-—
an yang tinggl dan disertai budi yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai se—
sama manusia sesuai dengan ketentuan yang termektub dalam Undang-undang Dasar 1945,

(2) Selurukr Program Pendidilan, terutame Program Umum dan Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosiall-
harus berisiken Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang culkup untuk nenerus-—
kan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generaesi muda.

BAR III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

‘ Pasal 6 , y
OSTM Pémbang&nan ialah unsur pelclsana perintisam pendidilan tekmologi industri di seko--

Pasal T "

ST Pémbabgunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 'tugas Direktorat Pendidikan Mene—
ngah Kejuruan dalam perintisan pendidikan telmologi industri di Sel:ola.h..

Pasal 8

Untuk melaksenslkan tuges tersebut pada pasal 7, STN Pembangunan mempunyai fungsi merin-—
tis pendidiken telmologi industri di selolah sesuai dengan kurillum yang berlaku dalam
'mempersiapkan siswanya untuk menjadi telmisi industri.

-

BAB Iv
KURIKULUM
Pasal 9

' _Derigan mengingat pasal 4 dan 5, STM Pembangunan mempergunaken lorilalun yang aken di-
Otur dalem Keputusan tersendiri.

! BAB V
TINGIKAT PENDIDIXAN
Pasal 10

Pendidikan pada STM Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tingkat, masing—masing tingkat
lepanya 1 (satu) tahuny - _ _ '

B AB VI .
KCTENAGAAN .
_Pasal 11 - :

_Syeret-syarat yang diperlukanan bagi pengenglatan kepala sekolah, guru dan tenaga edu—
katlp Iainnya begi sekolah lanjutan tmglgat'atas, berlalku bagl STIM Pembangunane.

BAB VII
SISWA
Pasal 12,

Yé.ng dapat diterima di STI Pembangunan ialeh mereke yang memilildd :L;)aza.h/Su.rat Tanda ~
Tamat Belajar sekolah lanjutan tingltat pertama umum atau telmik atau Sekolah Desar 8
(delapan) tahun. :

et .. : -~ B .,AB V.III sesvanen
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B‘AB VIII
PENGELOLAAN 35 1
Pasal 13

(1) ST Pembangunan, berdasarkan jenjang susunen orgenisasi yang berlalf:u, d.'l. Pusat ber—
‘ada dibawah pembinaan Direktorat Jenderel Pendidikan Desar dan Menencah, dalam hal
ini Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. . ’

(2). Di daerah, pembinsan teknis administratif ST Pembangunen dilakuen melalui Kantor
P Wilayah Departemen Pendid::.kan dan Kebudayaa.n di- Propinsi. [ J

) , Pasal 14 i
Orgp.nisasi STH Pemba.ngunan akan diatur dalanm Keputusan tersendiri, i _,f .

\ ;
L Ao Hy S - ) !

BAB ,IX . .
EVALUASI DAN PENGLWASAN =,
, . Pasal 15 | -

BEvaluasi dan pengawasan STM.Pembangwnen akan diatur oleh D:.rektur Jenderal Pendidikan _
Desar dan llenengah. , . ' . 1

B A B X . . -
JUMLAE JAM WAJIB MENGAJAR DN HONORARIUM S0 s B O
Pasal 16 ‘ y

Ketentua.n—ketentua.n tentang jumlah jam wajib mengejar bagl guyru den tenage edukatif
lainnya bagi sekolah lanjutan tingkat atas, berlalcu bag:L guru dan tenage. edxﬂcatif la:!.n-

nya STM Pem'ba.nguna.n, ;
Ketentuan—etentuan tenta.ng pembayaran Ionorariun dan jam kelebihan meng?.,ja.r ser’ta ker-

Ja lembux bagi guru,’ tenage edukatif lainnya dan tenaga administmt:.f akan d.:lp.t,ur da.’l.am_:
Keputusan tereend;ri . '

: S et w
. BAB XTI R -

LIBURAN SEKOLLAH i
Pasal . .18 g

Ketentwen—ketentuan tentang libnm sekolzh bagi sekolah la.nautan tinglcat atas, h:erlaku
vy *‘

begi STN Pembangman . ' . ey
' BAB XII - VL e st Ny ,O

smmm PEMBIN.AN PENDIDIKLN DN PEMBIAM . [ &
Pasal - 19 . o -~

Ketentuan—ketentuan tentang Sumbangan Pembin2an Pendidikan seperti terce.ntum dalam Ke=
putusan Bersanz Nenteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Delam Negerd: dan Menteri
Keuangan tanggel 20 Nopember 1974 No.-0257/K/1974, No, 221 Tahun 1974 -dan No.KIP~1 606/, .
MK/1/11/1974, berlaku bagi ST Pembangunane

Pasal = 20
Sumbexr biaya Proyek Perintis STHM Pemba.ng\man dibebankan pada Anggaran Rutin, Anggaran
Pembangunan dan Smnbanga.n Pembinaan Pendidiknn. '
w‘ *<t, . . ¢ ~ : S . ¥ k v..‘.' ". . e ' .l'- k:
adbes 5 T B‘AB XIII : Mgkl R g (LT
PENUTUP
Pasal 21

Hal-hel lain yang belum/tidak diatur dalan Keputusan mi, akan ditentulen lebih la.n,jut
d.alam ketentua.n teman@iri.

Pagsal 22 eeesi'e

--------
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Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlsku surut mulai tanggal

Ditetapkan di Jalerta
pada tanggal 31 Descmber 1975
MENTERI PENDIDIKAN DN KEBUDAY.ALN,
tetede
( Sjarif Thajeb ) e

SALINAN Keputusan ini disampailkan kepada @

1, Sekkretariat Negare,
2. Selreteriat Kabinet,
3, Semua Menteri Negara,
4, Semua Menteri,

{ Sekjen.Dep. P dan K'
6. Semua Dirjen.dalam linglwngen DepeP dan K,

7. Ketua BEP3K Dep. P dan K,

8. Imspektur Jenderel Dep.P dan K,

9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K,

10, Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan P.N. dalam linglamgen Dep.P dan K,
11. Semua Kordinator Perguruan Tinggil Sw:sta,

12, Semuz Universitas/Institut/Selcolah Tinggi/Lkadeni dalam linglamgan Dep.P den K, -
13, Semua Kentor Wilaysh Dep. P dan K. di Propinsi, '

14, Badan Pemeriksa Keuangan,

15. Ditjen. Lnggaran,

16, Ditjens. Pajek,

17. Dit.Perbendaharaan Negare dan Tetalaksana lLnggaran,

18, Semua Kantor Bendahare Negere, -

19, Semua Gubernur Kepala Daereh Tinglnt I,

20, Badan Ldministresi Kepegawaian Negare,

21 . Lembaga Administrasi Negere,

22, BAPPENAS,

234 LeI.Pule,y
2/ Ketuﬁ D.PoRo"RQI., i

25, Komisi IX DePeRe=Reley , Saliran sesuai dengan aslinya,
26, Semua Kepale Bidang Pendidikan
’  Menengah Kejuruan pada Kantor
Wilayah Dep.P dan K.—
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